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GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERTANAHAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
BBappedaB Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas dan Sekretariat
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin  dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.


Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian; 
c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi;
e. Pengelolaan keuangan;
f. Pengelolaan situs web; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

c. Pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan

d. Pengelolaan situs web Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;

b. Pengelolaan barang/jasa Dinas;
c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas; 
e. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan  mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penatausahaan keuangan Dinas;  
b. Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Perumahan
Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan bidang perumahan;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan;

c. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;

d. Pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; 

e. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perumahan; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan perumahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :

a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan perumahan;

b. Pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan perumahan;

e. Pengkajian rencana teknis perumahan; 

f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan perumahan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Perumahan  mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengendalian perumahan;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian perumahan;
c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian perumahan;
d. Pelaksanaan pengendalian pedirian perumahan; 

e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengendalian perumahan; 
f. Penyusunan laporan dan  evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian perumahan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan perumahan;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perumahan;

c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;

d. Pelaksanaan kajian pengembangan pendirian perumahan;

e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengembangan perumahan;
f. Penysunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan perumahan; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kawasan Permukiman
Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan kawasan permukiman;
b. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

d. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

e. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kawasan permukiman; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penysunan pelaporan bidang kawasan permukiman; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan permukiman, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta perencanaan pembangunan kawasan permukiman;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan kawasan permukiman; 
c. Pengkajian rencana teknis kawasan permukiman;

d. Pelaksanaan monitoring pembangunan kawasan permukiman;

e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan kawasan permukiman; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Kawasan Permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan pengendalian kawasan permukiman;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian kawasan permukiman;

c. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; 

d. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengendalian kawasan permukiman;
e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian kawasan permukiman; dan 
f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan pengembangan kawasan permukiman;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kawasan permukiman 
c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

d. Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;

e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan permukiman;

f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan kawasan permukiman; dan
g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Pertanahan
Bidang Pertanahan mempunyai  tugas membantu  Kepala Dinas dalam penyusuanan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pertanahan;
b. Penyusunan perencanaan penggunaan tanah;

c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertanahan;

d. Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/dikuasai pemerintah daerah;

e. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 

f. Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penerbitan izin membuka tanah;

g. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah terlantar, serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah terlantar;

h. Pemantauan dan analisis pengelolaan pertanahan; 

i. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang pertanahan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Administrasi Pertanahan  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data administrasi pertanahan; 

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi pertanahan; 

c. Pengelolaan administrasi pertanahan;

d. Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/dikuasai pemerintah daerah;

e. Pemantauan dan analisis administrasi pertanahan; dan 

f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi administrasi pertanahan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendayagunaan Pemaanfaatan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan pengukuran tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pendayagunaan pemanfaatan tanah;

b. Penyiapan bahan perencanaan penggunaan tanah;

c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan pemanfaatan tanah;
d. Pelaksanaan pendayagunaan pemanfaatan tanah;

e. Pelaksanaan dan / atau fasilitasi penerbitan izin membuka tanah;
f. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

g. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong, serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;

h. Pemantauan dan analisis pendayagunaan pemanfaatan tanah;
i. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pendayagunaan pemanfaatan tanah; dan
j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan pengukuran tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pendataan dan  Pengukuran Tanah mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pendataan dan pengukuran tanah;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pengukuran tanah;

c. Pelaksanaan pendataan dan pengukuran tanah;

d. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah; 

e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan pendataan dan pengukuran tanah;
f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pendataan dan pengukuran tanah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;

b. Penyusunan kebijakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
c. Penyusunan kebijakan pembangunan listrik masuk desa;
d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum; 

e. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;

f. Pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;

g. Perencanaan teknik, penysusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)perumahan dan kawasan permukiman;
h. Pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
i. Pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
j. Pelaksanaan penataan dan pembangunananj pertamanan; pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi PSU Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam penyiapan bahan analisi teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan penyedian bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi PSU Perumahan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;

c. Pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;

d. Penyedian bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan.

e. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan analisis prasaran sarana dan utilitas umum ( PSU ); 
f. Pemyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan; dan
g. Prasarana pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman dan penyedian bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;

c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan listrik masuk desa;

d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman; 
e. Pelaksanaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman;
f. Penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman.

g. Penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum dan  tempat pemakaman bukan umum;
h. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan analisis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman;
i. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman; dan 
j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pertamanan mempunyai  tugas  membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pertamanan; 

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan taman; 
c. Pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
d. Pelaksanaan penatanaan dan pembangunan pertamanan;
e. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;

f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pertamanan;
g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pertamanan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Reklame
Bidang Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Reklame mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan reklame, pengelolaan,  pengawasan dan pengendalian reklame;

b. Pelaksanaan kebijakan pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame; 

c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame; dan
d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pda Bidang Reklame; dan
e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Reklame dalam melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan Reklame mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data reklame;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan reklame;
c. Pelaksanaan pendataan reklame;

d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelakasanaan kegiatan pada seksi Pendataan Reklame; dan
e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Reklame dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Reklame mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan reklame;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan reklame;

c. Pengelolaan media luar ruang;

d. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan reklame;
e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan reklame; dan

f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Reklame dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengawasan dan pengendalian reklame;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian reklame;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian reklame; 

d. Analisis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian reklame; 
e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame; dan
f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah,  dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 15 (lima belas) Seksi dan 3 (tiga) UPT, Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Perumahan, membawahkan:

a. Seksi Pembangunan Perumahan; 

b. Seksi Pengendalian Perumahan; dan 

c. Seksi Pengembangan perumahan. 

4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :

a. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; 

b. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman; dan 

c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman 

5. Bidang Pertanahan, membawahkan :

a. Seksi Administrasi Pertanahan; 

b. Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah; dan

c. Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah. 
6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) membawakan 
a. Seksi PSU Perumahan 

b. Seksi PSU Kawasan Permukiman; dan 

c. Seksi Pertamanan.

7. Bidang Reklame, membawakan :

a. Seksi Pendataan Reklame;

b. Seksi Pengelolaan Reklame; dan

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame.

8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 1 dibawah ini:
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor
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2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.1.
Kondisi Umum Pegawai 
Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Pertanahan merupakan gabungan SDM yang berasal dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, sebagian SDM Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sumber daya manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sebanyak 469 orang yang terdiri dari 193 orang PNS, 17 orang tenaga honorer, 85 orang tenaga rekruitment administrasi kegiatan dan 174 orang tenaga rekruitment pekerja lapangan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : 
Tabel 1. Jumlah Pegawai  
	No
	Pegawai
	Jumlah  
( Orang)
	%

	1.
	PNS
	193
	41,15

	3.
	Kontrak/Honorer
	17
	3,62

	4.
	Jasa Adminisitrasi Kegiatan
	85
	18,12

	5.
	Pekerja Lapangan
	174
	37,10

	
	- PHL Pesapon Pemakaman (31 orang)
	
	

	
	- PHL Pesapon Taman (65 orang)
	
	

	
	- Pengemudi Roda 3 (4 orang)
	
	

	
	- Sopir Dinas (1 orang)
	
	

	
	- Sopir Tangki Air ( 2 orang)
	
	

	
	- Operator Mesin Potong Rumput (12 orang)
	
	

	
	- Sopir Kendaraan Jenazah (2 orang)
	
	

	
	- Operator Sky Walker (1 orang)
	
	

	
	- Keamanan Pusat (11 orang)
	
	

	
	- Keamanan Rusunawa (8 orang)
	
	

	
	- Keamanan UPT (3 orang)
	
	

	
	- Keamanan Taman Air Mancur (6 orang)
	
	

	
	- Operasional Lapangan (4 orang)
	
	

	
	- Kebersihan Pusat (17 orang)
	
	

	
	- Kebersihan Rusunawa (4 orang)
	
	

	
	- Kebersihan UPT (3 orang)
	
	

	
	JUMLAH
	469
	100


Tabel diatas menunjukkan bahwa personil yang bertugas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan tenaga rekruitment (jasa administrasi kegiatan dan pekerja lapangan) sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 193 orang.
a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 195 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat 10 pegawai (5,18%) yang berstatus golongan IV, 104 pegawai (53,89%) yang berstatus golongan III sedangkan golongan II sebanyak 59 pegawai (30,57%). Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 20 pegawai (10,36%). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 
	N0
	Golongan
	Jumlah (orang)
	%

	1.
	IV
	10
	5,18

	2.
	III
	104
	53,89

	3.
	II
	59
	30,57

	4
	I
	20
	10,36

	
	 Jumlah
	193
	100


b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ada, maka status pendidikan lulusan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 37,31 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 3,11 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
	N0
	Pendidikan
	Jumlah (orang)
	%

	1.
	Strata-2  ( S2 )
	33
	17,10

	2.
	Strata-1  ( S1 )
	64
	33,16

	3.
	Sarjana Muda/ D3
	7
	3,63

	4
	SLTA/SMK
	72
	37,31

	5
	SLTP
	11
	5,70

	6
	SD
	6
	3,11

	
	 Jumlah
	193
	100


Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 104 orang (53,89 %) merupakan tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang cukup baik bahwa sumber daya manusia yang ada umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik. 

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan
Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat   17,10% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 8 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 33,16 % yang terdiri dari 11 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda hanya 7 % yang terdiri dari 6 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya  dapat dilihat tabel berikut.

 Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kesarjanaan
	N0
	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu
	Jumlah (Orang )

	A.
	MAGISTER
	33

	
	1. Administrasi
	14

	
	2. Manajemen
	9

	
	3. Perencanaan Wilayah Kota
	1

	
	4. Kependudukan
	1

	
	5. Teknik
	2

	
	6. Teknologi Industri Pertanian
	1

	
	7. Sains Kajian Pengembangan Perkotaan
	4

	
	8. Profesional
	1

	B.
	SARJANA
	64

	
	1. Adm. Negara 
	20

	
	2. Ekonomi
	6

	
	3. Ekonomi Manajemen
	17

	
	4. Perencanaan wilayah kota
	3

	
	5. Teknik Sipil
	5

	
	6. Bahasa dan Seni
	2

	
	7. Teknik Geodesi
	1

	
	8. Teknik Mesin Tenaga
	2

	
	9. Teknik Arsitektur
	3

	
	10. Arsitektur
	1

	
	11. Hukum 
	4

	C.
	SARJANA MUDA
	7

	
	1. Keuangan dan Perbankan
	2

	
	2. Teknik Sipil
	1

	
	3. Teknik Lingkungan
	1

	
	4.  Sekretaris dan Manajemen
	1

	
	5.  Manajemen Informatika
	1

	
	6.  Kesehatan Lingkungan
	1

	
	
	

	D.
	SLTA
	72

	
	1. KEJURUAN
	62

	
	2. UMUM
	10

	E.
	SLTP
	11

	F
	SD
	6

	
	 Jumlah
	193


Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.
d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 193  pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat  20,00 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 23 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel 5.
Tabel 5. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

	N0
	Jabatan/Staf
	Jumlah (orang )
	%

	1.
	Diklat PIM II
	1
	3,33

	1.
	Spama/Diklat PIM III
	6
	20,00

	2.
	Adum/Adumla/Diklat PIM IV
	23
	76,67

	
	 Jumlah
	30
	100


1.2 Kondisi Umum Sarana Kerja
Sarana kerja yang akan digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :
Tabel 6.  Sarana Kerja 
	No
	Uraian
	Banyaknya
	Satuan

	1
	Tanah
	± 15.880 
	M2

	2
	Gedung
	± 8371.80 
	M2
Unit (3 Lantai)


	3
	Lantai 1
	1.079,90 
	M2

	4
	Lantai 2
	1.014,90 
	M2

	5
	Lantai 3
	804 
	M2

	6
	Selasar
	333 
	M2

	7
	Jalan Dan Parkir
	4.015 
	M2

	8
	Area Taman Luar
	1
	Area

	9
	Lemari Arsip
	34
	Unit

	10
	Tabung Apar
	16
	Unit

	11
	Listrik
	4
	Jaringan

	12
	Air
	1
	Jaringan

	13
	Telpon
	7
	Line       (1 Fax)

	14
	Area Parkir
	1
	Area

	15
	Ruang Rapat
	4
	Ruang

	16
	Ruang Arsip
	4
	Ruang

	17
	Taman Dalam
	1
	Area

	18
	Kantin
	1
	Buah

	19
	Musolla
	3
	Buah

	20
	Kendaraan Roda 4
	15
	Unit

	21
	Kendaraan Roda 2
	75
	Unit

	22
	Meja Rapat
	4
	Set

	23
	AC
	51
	Unit

	24
	Komputer PC
	67
	Unit

	25
	Komputer Notebook
	32
	Unit

	26
	Printer
	76
	Unit

	27
	Meja Kerja
	205
	Unit

	28
	Kursi Kerja
	676
	Unit

	29
	Filling Kabinet
	113
	Unit

	30
	Infokus
	7
	Unit

	31
	Jaringan Internet
	1
	Jaringan

	32
	Mesin Tik
	20
	Unit

	33
	Meja Komputer
	12
	Unit

	34
	Sice
	17
	Unit

	35
	UPS
	35
	Unit

	36
	Camera Digital
	12
	Unit

	37
	Televisi
	7
	Unit

	38
	Kursi Tunggu
	4
	Unit

	39
	Lemari Besi
	45
	Unit

	40
	Rak Besi
	90
	Unit

	41
	Monitor
	32
	Unit

	42
	CPU
	33
	Unit

	43
	Mesin Facsimile
	8
	Unit

	44
	Mesin Fotocopy
	4
	Unit

	45
	Hand Talk (HT)
	14
	Unit

	46
	Laser Meteran Digital
	15
	Unit

	47
	Televisi
	7
	Unit

	48
	White Board
	9
	Unit

	49
	Tape Recorder
	4
	Unit

	50
	Wireless TOA
	2
	Unit

	51
	GPS
	16
	Unit

	52
	Scanner
	1
	Unit

	53
	Lemari Slidding
	24
	Unit

	54
	Kipas Angin
	6
	Unit

	55
	Sound System
	2
	Set

	56
	Travo
	2
	Unit

	57
	Vacuum Cleaner
	3
	Unit

	58
	Kompor Gas
	4
	Unit

	59
	Mesin Potong Rumput
	2
	Unit

	60
	Meja Podium
	1
	Set

	61
	Meja Gambar
	3
	Unit

	62
	Dispenser
	1
	Unit

	63
	Handycam
	1
	Unit


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Indikator Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Ada beberapa indikator pelayanan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD setiap tahunnya. Namun ada beberapa indikator kineja yang belum mencapai target, diantaranya adalah untuk target rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2016 dari rencana sebanyak 60.603 unit, terealisasi sebanyak 56.876 unit atau 93,82%.
Realisasi tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bogor sebanyak 47.002 unit, APBD Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.060 unit, Kementerian Sosial sebanyak 932 unit, Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 6.787 unit, CSR Bank Jabar Banten (BJB) sebanyak 979 unit, CSR Bank Syariah Mandiri sebanyak 15 unit, baladah imah sebanyak 2 unit, rereongan sarumpi sebanyak 60 unit, bantuan dewan sebanyak 1 unit dan Budha Tzu Chi 38 unit. Tidak dapat terpenuhinya target rehabilitasi RTLH tersebut diantaranya karena terdapat perubahan struktur Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga berdampak terhadap perubahan kebijakan bantuan rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, pada tahun 2016 untuk rehabilitasi RTLH yang alokasi dananya berasal dari APBD Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 97 unit rehabilitasi RTLH yang tidak terealisasi yaitu di : Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung (30 Unit) dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur (27 unit) karena terlambat menyampaikan LPJ pelaksanaan Tahap I tahun 2016 sehingga tidak memungkinkan waktu untuk dilakukan proses administrasi pencairan dan pelaksanaan Tahap II, Desa Cibitung wetan Kecamatan Pamijahan (15 unit) dan Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (10 unit) karena belum menyampaikan LPJ Tahun 2015, serta Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi  (15 unit di anggaran perubahan) karena terlambat menyampaikan LPJ Tahap II tahun 2016.

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, serta rencana anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahun 2014 rasio antara realisasi dan target pendapatan adalah sebesar 94,27%. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena untuk dapat diterbitkannya IMB oleh BPMPTSP, selain persyaratan pengesahan dokumen rencana teknis (PDRT) yang diterbitkan oleh DTBP, juga diperlukan beberapa persyaratan teknis dari PD lain yang terkait, antara lain dokumen Amdal dan Amdal Lalin
Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 80,10%. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah: 
a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 84,58 %.  Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. 
b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 78,44 %. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/tender. 
2. Pada tahun 2015 rasio antara realisasi dan target pendapatan adalah sebesar 94,38%. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena untuk dapat diterbitkannya IMB oleh BPMPTSP, selain persyaratan pengesahan dokumen rencana teknis (PDRT) yang diterbitkan oleh DTBP, juga diperlukan beberapa persyaratan teknis dari PD lain yang terkait, antara lain dokumen Amdal dan Amdal Lalin.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 87,22 %. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah: 

a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 79,78 %.  Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. 

b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 89,36 %. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/ten
3. Pada tahun 2016 rasio antara realisasi dan target pendapatan adalah sebesar 95,23%. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena untuk dapat diterbitkannya IMB oleh BPMPTSP, selain persyaratan pengesahan dokumen rencana teknis (PDRT) yang diterbitkan oleh DTBP, juga diperlukan beberapa persyaratan teknis dari PD lain yang terkait, antara lain dokumen Amdal dan Amdal Lalin.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 94,85 %. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah: 

a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 95,42 %.  Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. 

b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 95,54 %. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/tender.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) secara umum yang tertuang dalam Renstra Kemen-PUPR adalah  menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang  produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta  berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.
Tujuan Kemen-PUPR tersebut diatas yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat pada tujuan ke-4, dengan sasaran strategis yaitu : 
a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan, dengan sasaran program yaitu : (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;  (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.  Program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan :
a. Pengaturan, pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman.
b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung.
c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan.  
d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 
e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman.
f.  Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 
g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan.
2. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan, meliputi kegiatan- kegiatan. Adapun Strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

(1) Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak ayak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.

(2) Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit
(3) Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit
(4) Pembangunan
Rumah
Khusus
di
daerah
pasca
bencana/konflik,
maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit

(5) Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit
Program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan :
a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

3. Program Pengembangan Perumahan, dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan; (2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial      dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara 

d. Pemberdayaan Perumahan Swadaya

e. Penyediaan Rumah Susun
Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, 
Dalam Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Diskimrum serta program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Target Kinerja

	Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang sehat, aman dan nyaman
	Meningkatnya Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
	18 Kawasan yang berlokasi di Jawa Barat yang dilakukan penyusunan dokumen RTBL

	Mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,aman, serasi, teratur, terencana, terpadu,dan berkelanjutan
	1. Meningkatnya ketersediaan Perumahan melalui pengembangan perumahan formal dan swadaya

2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan strategis / desa pusat pertumbuhan
	Program 

Pengembangan 

Perumahan
	1. 28 kabupaten /kota yang dilakukan penyusunan Master Plan Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat (RP3KP)
2. 50 Ha land banking bagi masyarakat Jawa Barat untuk hunian vertikal dan horisontal  bagi MBR

3. 10 kawasan yang tersedia Sarana dan prasarana dasar pendukung lingkungan perumahan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

4. 12 kawasan yang tersedia kajian dan infrastruktur permukiman dalam menunjang aktivitas perekonomian strategis perdesaan




Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah di  Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang meliputi :

a. perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional;
b. pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan  sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

c. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek;

d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan;

e. terwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan;

f. penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan
g. perwujudan  Kawasan Strategis Kabupaten  sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing.

Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :

a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem pusat kegiatan, terdiri atas:

a.
PKN (Pusat Kegiatan Nasional) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, yaitu yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
b. 
PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi/Kabupaten) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, yaitu Perkotaan Cibinong.
c. 
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi/Kabupaten) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala  Daerah  atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah Daerah, yaitu 

· PKLp Perkotaan Cigudeg; 
· PKLp Perkotaan Parung Panjang;  
· PKLp Perkotaan Parung; 
· PKLp Perkotaan Caringin; dan 
· PKLp Perkotaan Cileungsi 

d.
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan, yaitu  meliputi :
· PPK Perkotaan Jasinga;  

· PPK Perkotaan Leuwiliang;  

· PPK Perkotaan Ciampea; 

· PPK Perkotaan Dramaga; 

· PPK Perkotaan Ciomas; dan 

· PPK Perkotaan Tenjo  

· PPK Perkotaan Gunung Sindur; 

· PPK Perkotaan Kemang; 

· PPK Perkotaan Ciawi;  

· PPK Perkotaan Cigombong;  

· PPK Perkotaan Jonggol; 

· PPK Perkotaan Cariu; dan 

· PPK Perkotaan Sukamakmur
e.  PPLk (Pusat Pelayanan Lingkungan Kota) adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala  antar desa yang mempunyai ciri perkotaan, yaitu meliputi :  
· PPLk Karadenan, Nanggewer dan Cirimekar di 

· Kecamatan Cibinong; 

· PPLk Susukan di Kecamatan Bojong Gede; 

· PPLk Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang; 

· PPLk Gununggeulis dan Cijujung di Kecamatan Sukaraja; 

· PPLk Citaringgul dan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang; 

· PPLk Puspanagara di Kecamatan Citeureup; 

· PPLk Limusnunggal, Cipenjo dan Mekarsari, di Kecamatan Cileungsi;  

· PPLk Kembangkuning di Kecamatan Klapanunggal; 

· PPLk Wanaherang di Kecamatan Gunung Putri; 

· PPLk Bantarkuning di Kecamatan Cariu; 

· PPLk Jampang di Kecamatan Kemang; 

· PPLk Sukamulya di Kecamatan Rumpin; 

· PPLk Singabangsa di Kecamatan Tenjo; 

· PPLk Cisarua di Kecamatan Cisarua; 

· PPLk Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung; 

· PPLk Ciomas Rahayu di Kecamatan Ciomas; 

· PPLk Wargajaya di Kecamatan Sukamakmur; 

· PPLk Sibanteng di Kecamatan Leuwisadeng; 

· PPLk Cimanggu II di Kecamatan Cibungbulang; dan 

· PPLk Sukamantri di Kecamatan Tamansari
f.  PPLd (Pusat Pelayanan Lingkungan Desa) adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa yang mempunyai ciri pedesaan, yaitu meliputi :
· PPLd Desa Batok, dan Desa Tapos di Kecamatan Tenjo; 

· PPLd Desa Sukamulih dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya; 

· PPLd Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya di Kecamatan Cigudeg; 

· PPLd Desa Cikuda di Kecamatan Parung Panjang; 

· PPLd Desa Cijujung di Kecamatan Cibungbulang; 

· PPLd Desa Pabangbon dan Desa Karacak di Kecamatan Leuwiliang; 

· PPLd Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan; 

· PPLd Desa Ciampea Udik di Kecamatan Ciampea; 

· PPLd Desa Sirnagalih di Kecamatan Tamansari; 

· PPLd Desa Cidokom dan  Desa  Kampungsawah di Kecamatan Rumpin; 

· PPLd Desa Cibitung Tengah, Desa Tapos II dan Desa Gunungmalang Kecamatan Tenjolaya; 

· PPLd Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua di Kecamatan Nanggung; 

· PPLd Desa ParigiMekar di Kecamatan Ciseeng; 

· PPLd Desa Pasirgaok di Kecamatan Rancabungur; 

· PPLd Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; 

· PPLd Desa Cipelang di Kecamatan Cijeruk; 

· PPLd Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur di Kecamatan Caringin; 

· PPLd Desa Cibedug di Kecamatan Ciawi; 

· PPLd Desa Sukamaju di Kecamatan Megamendung; 

· PPLd Desa Sukadamai di Kecamatan Sukamakmur; 

· PPLd Desa Sirnagalih dan Desa Singasari di Kecamatan Jonggol; 

· PPLd Desa Cikutamahi di Kecamatan Cariu; dan 

· PPLd Desa  Buanajaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa dan Desa Pasir  Tanjung di Kecamatan Tanjungsari.
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi: 

a.  sistem jaringan prasarana utama; dan 

b.  sistem jaringan prasarana lainnya.
Sistem jaringan prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi:  

a.  sistem jaringan transportasi darat; dan 

b.  sistem jaringan transportasi udara.
Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
a.  sistem jaringan energi dan kelistrikan;  

b.  sistem jaringan telekomunikasi;  

c.  sistem jaringan sumber daya air; dan  

d.  sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Kawasan lindung terdiri atas :

a.
kawasan hutan konservasi; 

b.
kawasan hutan lindung; 

c.
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

d. kawasan perlindungan setempat; 

e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 

f.  kawasan rawan bencana alam; 

g. kawasan lindung geologi; dan 

h. kawasan lindung lainnya.


Kawasan budidaya terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan pertanian; 

c. kawasan perikanan; 

d. kawasan pertambangan; 

e. kawasan peruntukan industri; 

f. kawasan pariwisata; 

g. kawasan peruntukan permukiman; dan 

h. kawasan lainnya.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 yang dimaksud dengan kawasan  peruntukan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan  bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. 
Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;  

b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;  

c. tidak mengganggu fungsi lindung;  

d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;  

e. meningkatkan pendapatan masyarakat;  

f. meningkatkan pendapatan nasional dan Daerah;  

g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau  

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Kawasan peruntukan permukiman, meliputi :
a. kawasan  peruntukan permukiman perdesaan yang diarahkan sebesar kurang lebih 5% (lima persen) dari luas Daerah; dan  

b. kawasan  peruntukan permukiman perkotaan yang diarahkan sebesar kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah
Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan, terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cisarua,  Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Tenjolaya.
Pengembangan kawasan  peruntukan permukiman perkotaan, terdiri dari :
a. permukiman perkotaan kepadatan tinggi, terletak di  sebagian : Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Tenjo.
b. Permukiman perkotaan kepadatan sedang, terletak di sebagian 30 kecamatan : Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Tenjo.

c. Permukiman perkotaan kepadatan rendah, terletak di sebagian 31 kecamatan : Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rancabungur,Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Tenjolaya.
Pada kawasan peruntukan industri yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri kecil dan mikro selain dapat  berada pada kawasan peruntukan industri juga dapat dikembangkan pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dilakukan melalui: (a) pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional untuk memenuhi kebutuhan tanah makam yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan; dan (b) engembangan area Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang diarahkan pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya.


Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan, sistem pusat permukiman perkotaan dan sistem prasarana wilayah. 

Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya.  Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.
Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bogor, isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Bogor adalah kependudukan, yaitu jumlah penduduk serta peningkatan jumlahnya,  dan penyebarannya  yang tidak merata dan banyak berpusat pada wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi.  Kawasan permukiman yang tumbuh sebagai turunan dari permintaan tempat tinggal bagi masyarakat banyak yang terletak di wilayah-wilayah yang  daya dukungnya kurang, ditinjau dari  sumber daya  lahan dan  sumber daya air. Beberapa isu yang dirasakan oleh masyarakat hasil dari FGD pada saat penyusunan KLHS untuk RTRW adalah antara lain: 

a. Banyak bangunan permanen maupun tidak permanen yang dipergunakan untuk usaha (Pedagang Kaki Lima/Kios-kios/Warung) berdiri diatas area yang tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten Bogor. Selain menimbulkan masalah estetika, lalu lintas, maupun pencemaran lingkungan akibat sampah maupun limbah, dapat meninbulkan kecemburuan sosial ekonomi masyarakat karena para pelaku usahanya banyak juga dari luar Kabupaten Bogor.
b. Banyaknya konflik sosial antara perumahan dengan kegiatan peternakan padahal kegiatan peternakan sudah ada terlebih dahulu.
c. Pada beberapa perumahan di kota, lahan yang terbatas dibangun habis sehingga tidak adanya lahan hijau untuk resapan air.
d. Masih tingginya alih fungsi lahan akibat dorongan Kabupaten Bogor sebagai kawasan fungsi penyedia perumahan/hunian di Jabodetabekjur.
Kawasan permukiman yang berdekatan dengan kota yang tumbuh pesat (urban sprawl), perlu diatur pada RDTR untuk RTH, pengaturan KDB/ KLB dan bangunan yang vertikal serta infrastruktur yang memadai yaitu fasos, fasum, jaringan jalan, pengelolaan air limbah, persampahan, penyediaan air bersih dan drainase. Kawasan tersebut berada di Kecamatan Cibinong, Gunung Putri, Babakan Madang, Bojong Gede, Tajurhalang, Klapanunggal, Sukaraja, Dramaga, Ciampea, Ciomas, Rancabungur dan Kemang. Pengendalian permukiman kumuh dapat ditempuh dengan upaya sosialisai tentang pemukiman sehat dan meningkatkan jumlah bantuan untuk perbaikan permukiman kumuh.
Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya.  Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. 
Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Hal tersebut mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan non permukiman menjadi permukiman. Tekanan kebutuhan akan permukiman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bogor.  Sesungguhnya alih fungsi ini sudah terjadi sejak tahun delapan puluhan ketika pembangunan perumahan dan kawasan industri mulai menyentuh kawasan ini.  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengawasan dan pengendalian bangunan baik perumahan maupun non perumahan adalah bahwa dinamika pembangunan terus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. 
Dalam kaitannya dengan pertanahan maka tantangan yang dihadapi adalah mendukung terwujudnya catur tertib pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukaan adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi tanah aset pemerintah daerah tanah masyarakat.
Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah menuntaskan penanganan/rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 59.359 unit pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai salah satu dari 25 (dua puluh lima) penciri Kabupaten Termaju di Indonesia. 
Walaupun terdapat tantangan dalam pengembangan pelayanan, namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu terutama dukungan Kepala Daerah Kabupaten Bogor, pemerintah pusat, provinsi serta dunia usaha dalam pelaksanaan program/kegiatan diantaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka digunakan analisis SWOT untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal  antara lain sebagai berikut : 

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1). Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung serta juklak juknisnya;
2). Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036;
3). Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4). Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5). Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik, yang menggerakkan komitmen pimpinan untuk melakukan perubahan sesuai dengan paradigma yang diinginkan;
6). Gedung Kantor yang cukup memadai untuk sebuah Dinas dilingkup pemerintah Kabupaten Bogor.
KELEMAHAN (W):
1). Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan;
2). Belum semua aset pemda dan lahan masyarakat bersertifikat;
3). Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan;
4). Belum optimalnya koordinasi dengan lintas PD lain;
5). Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1). Permintaan masyarakat/investor terhadap pelayanan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2). Banyaknya developer yang mengembangkan usaha perumahan;

3). Banyaknya Industri/swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan;
4). Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan;
5). Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan.
ANCAMAN (T):

1). Belum semua masyarakat memahami aturan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2). Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi ketimpangan pembangunan;
3). Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar.
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